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- _ BUPATILIMA PULU

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR rd3 JKPET-LK/172011

: TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD FORMAL DAN NON FORMAL "AL- AMINT

bahwa Badan P'cnye!cnggamml\fnynsnnfl‘engun|s Pendidikan Anank Ush Dinl-Fermnl dan
Formnl "Al-Amin™ yang berlokasi di Jorong Tanjunag Haro Utara Negari ‘Vanjung Harn
Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak bafk dari 1eknis maupun pdrminisiresi di pandang

ol mampu memblna/ meayelenygarskan Lembaga Pendldiknn PAUD
% b, uuhwn demi keiancaran penyelenggaraan Iembega Pendldiken Annk Usta Diaj (swasta) dipandang

A periu menerbitkan Keputusan Peinberian fzln Fendirlen daa Operasional Penyurus Pendidikan
ﬁ:&' #nak Usin Dini Formel dan Non Formal di Jorong Tanjuanh Hare Utnrp Nagari Tanjupnp.
Waro Sikabu-koby Prdang Panjang Kecnratsn Lunk, ' L
'Fghun 2003 tentung Sistem Pendidikan Masional (Lembaran Negarn

Menlmhang - R

I -
] {@ﬁ Mengingat ) . 1. tindeng-Undnng Nomor 20
:“n'" Republik Tndenesia Tehdn 2003 Nomor 78, _Tnmbnhnn Lerabamn Megary Republik Indonesia
flf‘ . Nomor 4201); ' ' . '
,j{? 7. Undang-Undong Nomer 3% Tehun 2004 tentang Pemerintah Dacrah {Lambarna Negam Republlk
B . Indonesin Tahun 2004 MHomor 128, Tambahar Lembarun Negara llepubik Indonesin Nomor
ik ) 4437); . .
q{‘f' ' . 3. Peraturan Pemerintah Repuolik todonesita Nomor 39 Tahur 1992 Tentang Pernn Sera Musyarnkat
i ) : dnizm Pendidikan Naslonai (Lembaran Negera Republik Indonesia “Tuhun 992 Homar 89,
(@ : . . ’ Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Y : 4. Permuran Pemerintsh Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Stander Nasional Pendidikan {Lembartn

b i . Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemburen Negara Republik
ey - Indonesia Nomor 4496); . . : . N
"-' v 4 Peraturen Pemerintah, Republik Indonesla Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendannan Pendidikan
.'-;i&‘ ' {Lembaran Negara Reoublik Inconesia Tehut 2008 Nomor 91); '
A 6. Keputusan Menteri Pendidiken Nasionel Nomor 0607U/2002 tentang Pedomen Pendirian Sekolnh}
oo . 7. posturan Daersh Ksbupater, Lima puluh Kota Nomor 3 Tehun 2007 tenting Pembentukan,
,{!“é. T Kedudukan Tugas, Fungsl dun Struktur Organlsts) Lembagu Teknls Dacruh Kobupaten Lima Piluh
W . Kota; . . . : :
,':_ T 8. Peratwren Bupati Limn Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangen di
jf,:i\ didang Pelsymnan’ Perizinan don Nen Perizinan Kepada Kepalu -Kanter Pelaysnan Perizinan
X !‘. . N Terpadu Kubupaten Lima Putuh Kota; | T L .
! ,ﬁ Mf}})crlmtﬂmn © a.  Rekomendas| dari Dinas - Pendidiken " Kebupaien Lima Puluh Kow Nomer : 42073 18/DP/1-2011
! '\;y‘ el canggel 27 Jencari 2001, _ o (.
I 4.8 MEMUTUSKAN

g@: Menetaphnn

| PERTAMA . Memberlkan izin kepsda Saudara Darlis untuk mendirikan dan mengoperasikan lemboga Pendldikan
:@H . . E Fo:mnl Non Formal dengan nema “PAUD Formal dan Non Formal “Al-Amin®, yang bernlamat di
: . Jorong, Trajusng Hare Utrra Hagari ‘Trnjuang Haro Sikahu-kabu Padang Danjunng Kecamnptan
P . Lusle . ’ o ! i
iy . . L . - . . -
“%f KEDUA : lzin pendirian lembaga non formal Ini bertaku .gelama tlga tahun terhitung muial keglntan inl
A dilaksanokan, dar. harus memperpanjang lxinnya kembafl dengan membust permohonan, melampirksn’
wﬁ? L folo copy izin sebetumnys kepnda Kepaln iKantor Pelnyanan Perizinan Terpady, sclambnt-lambatnys -
HtY . antu Dulan sebelum bzin ! bernkhir, . . . ‘
1] . . . L
#.\ i KETIGA . :  Pimpinan jembnga herkewnjiban untuk memntuht segala peraturnn yang berluku datsm penyclenggarnan
‘05 Dikia ‘Pcnd!dlkm Lunr Sckoleli, serin membedkan laporan tentang Xeranjuan kegintan setinp bulan |
» kepada Kzpnla Cnbang Dinae Pendldiken Kecomatin Lualk dan ‘tembusan kcpada Kepnla Dinas
,@} - ' Pendidikan Kubupaten Lima Puluh Kota, L _
«, KEEMPAT ¢ Kepuotusan inl berlaku terhitung mulal tanggsl dltetupkan, dsn apahbila jerdapat’ kekellruan dafsm
: ,L';*\ pencrapen ini skan dltinjau kembuli untuk dlsempumaken, . . c
1A ] ‘ . . ,
:{,\, , 1 Puvakumbuh
) Gget b | Februnrd 2011 Lo

IMA PULUM KOTA
ANAN PERIZINAN TERFADU

1] ‘ o i
480 {f"‘ . pSRINL ST A
o S ! .55@“(.1 90747 93152 1 001 :
B Jenthysnn disampniken keondn. : N A

é 1. Dupati Lima Pulun Kots di Faynkumbuh . . oM Pl )
WA 1 2. Kzpnla Dinns Pendidiken Kb, Lien Puluh Keta di Sarllamak T O
[ |3. rennlaCabang Dinas Pendidikeh Kecanatan Mungxa’ ~
g o 4 Wali Negari Mungka " ’ . :
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KEPUTUSAN BUPATI] LIMA PULUH KOTA . t'i;f;
. . NOMCR %ISITUIKPPT—LWIH:DM “"/
. TENTANG @
IZIN TEMPAT USAHA /IZIN UNDANG.UNDANG GCANCGUAN (UUGA 7 HD) W
) : T
“PAUD FORMAL DAM NON FORMAL Al- AMIN D
BUPATI LIMA PULUH KOTA ' , k...}
‘Momhacs ' (;?;r
Merimbang } dan sebagainya W/
mongingat A
(i
MEMUTUSKAN W
Menetapkan -
PERTAMA, Memberi f2in Tempat Usoha / lzin Undeng-undang Gangguan (UUG/HD) kepada ( ,)
Sdr. Dartis {=tus PAUD Formal dan Non Formal Al-Amin Limur 5C tahun Alamat di Jorong. po
Tanjuang Haro Utare Nager Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang untuk (1‘-
menjalenkan / mendifKar Tempat Ussha Patd Formal dan Non Formal At-Amln dl Jorong \'_.‘_;)
Tanjuang Haro Utars, Nagari Tenjuang Maro Sikabu-kabu Padany Fanfang Kecamoaten A
Luak. - (r{&)
KEDUA Fernegang fzin harus imergindahkan ketentuan sebnga! berikut : “-,[
@, lzin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemeqana izin harus nmelapor 3
ke IKantor Bupatl Lima Puluh Kota melalui Kantor Pelayanan Perizinon Terpadu dengan .@)
ragmbawa surat iZin ini guna pembayaran retribusl paling lamb= 7 (lujub} harl sejak il
tanyggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. ( )
yatg berlaku; &?j
b. Peamilik Parvsahaan harus menyediakan. rucun epi / alat pamadam kebarkaran dan afmari ((’,
obat- obatan untuk P3K; éﬂ,
¢.  Pamilik Perusahaan selzlu menjaga kebersihan ¢i sekitar ternpat perusnhaan sefual \'7‘)
dengan syarat — syarat kesshaian dan kelestarian, lingkungan hicup: el
d Pamilix Perusahsan menjege [engan sampei mengganggu / merugikan pihak ketiga” W
{umumy) clen kzrena sesuatu yang ditfmbulkan oleh perusahaannya; .
o. lzin ini harus diganiungkan dalam ruangan peiusanaen agar mucuh cilinat oleh petugas fr‘
pemerlksa; )
. izin inl lidak dibenarkan diplndahtonganken keoanda pihak lain tanpu seizin Bupali Lims 4
Puluh ¥ota, @)
y. tminini hanya berlaku untuk Tempet Usaha "Paud Forrnal dan Non Forme! Al-Amin" ¥
h.  tzin inl sewskiy — waikly dapal dicabul Kembali sekiranya pemegeny izin tidak mematublf &
melanggar ketentuan dalom surat koputusan inl serie poraturan yang telah dan ak=n {
dikeluarkar oleh pemarintah pusat maupun daereh yenq darlaky atasnya, $rd
Izin inl tidak boleh dilaminating / diprease. a\0
KETIGA Seandalnya pangusahs yeng bersangkutun tidak berusaha lagl dissbabkan karana sasustu hal
seperti mengalaml kerugiar, maninggal dunia dan tain — lain sebutan poling Jambat harus .
aibecitanukan Lepada kami untuk dicabut kemball suret Izinnya. fl
FEEMPAT Oengan koluarnys keputusar Ini moka kaputusan kam} Na, -
Tgl. - dinyatakan ddak berleku lagl. : (,,?B
neELiraA Keputusan ini barlaku =22k tanggel ditatapkan dengan ketantiop behwa segnla sasuatu akan ,’
dirobah dan diperbaik kembali sebagaimana mestinys, jika dikemudian hori terryata terdapat 137'
kekeliruan dalam surat keputusan Ini. “{?)
9|
Ditrtapkan di Fayakumbuh (’q';r:)
Pada tanggal | Fubruari 2011 )
. 'i;“
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PELAYANAN PERIZINAN TERPADU i3y
VEPATA .
Saudara - Darls (Hetua PAUD For
dar. Non Formal Al-Am
dl s Jorong Tanjuang Haro {
Nagerl Tanjunng Haro
rabu Padang Papjang
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